BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penyebab tejadinya kejahatan peredaran minuman keras illegal yang
merupakan suatu permasalahan yang sangat menarik. Kejahatan ini di
pengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri
seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri
seseorang. Penyebabnya dapat di pengaruhi oleh berbagai macam kondisi
yang mendukung. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya produksi
minuman Kkeras illegal di Kota Bandung dan Sekitarnya yaitu, Faktor
ekonomi, Faktor lingkungan Sosial, Faktor budaya yang ada ditengah-
tengah masyarakat.

2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan
kejahatan peredaran minuman keras di yaitu upaya Pre-emtif yakni
Memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat terhadap
kejahatan peredaran minuman keras dan Memajang pamflet-pamflet atau
baliho-baliho dan menghimbau lewat media cetak atau media elektronik
tentang bahaya minuman keras. Upaya Preventif vyaitu dengan
memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin pada tempat
rawan peredaran minuman keras di Cicalengka dan Majalaya. Upaya
Represif yaitu dengan melakukan penindakan secara tegas, penyidikan dan

penuntutan terhadap pelaku kejahatan peredaran minuman keras dengan
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peraturan serta sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya
dan menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal serupa agar

dapat mengurungkan niatnya.

Seharusnya hal yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan
peredaran minuman keras adalah kurangnya perhatian dan informasi dari
masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian, maka sebaiknya
ditingkatkan lagi pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait
pentingnya kerja sama dalam menanggulangi kejahatan peredaran
minuman keras di Kota Bandung dan Sekitarnya. Maka dari itu sangat
perlu penyampaian dan pengarahan baik dilakukan oleh pihak Kepolisian
sendiri dan didukung oleh masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda agar lebih

efektif dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan.

Sebaiknya untuk memaksimalkan kinerja pihak kepolisian setidaknya
pihak kepolisian melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai
penjualan minuman keras oplosan dan juga memperkenalkan masyarakat
dengan bahayanya mengkonsumsi minuman keras oplosan tersebut agar
masyarakat dapat mengerti bahayanya mengkonsumsi minuman keras
oplosan. Dan bagi masyarakat yang melihat atau menduga adanya
transaksi jual beli minuman keras oplosan dapat melakukan pelaporan
kepada pihak kepolisian agar pihak kepolisian dengan cepat mencari dan
menangkap tersangka yang menjual minuman keras oplosan.

Penyalahgunaan minuman keras  merupakan suatu kejahatan yang
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membawa dampak yang buruk bagi si pelaku dan masyarakat. Oleh
karena itu, selain pihak kepolisian yang melakukan upaya penanggulangan
kejahatan peredaran minuman keras, maka masyarakat haruslah berperan
aktif dalam upaya-upaya pemberantasan peredaran minuman keras oplosan
dan tidak diam disaat ia mengetahui ada kejahatan yang berkaitan dengan

minuman keras oplosan.
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